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BAB II
GAMBARAN UMUM EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan pemerintah daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun setiap tahun sebagai representasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kota Magelang telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah melalui penetapan Peraturan Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2018.
Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018 tersebut, ditetapkanlah Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Serta Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
1. Gambaran Umum Ekonomi Makro
Berdasarkan dinamika nasional dan regional, kondisi perekonomian Kota Magelang pada tahun 2018 masih akan menghadapi tantangan antara lain sebagai berikut : 
1. Menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan khususnya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor basis dan optimasi lapangan usaha potensial ekspor. 

2. Meningkatkan daya saing lokal dalam menghadapi kompetisi bebas dalam segala bidang khususnya dalam meningkatkan sektor ekonomi makro.

3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. 

4. Mengoptimalkan dan meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan kemudahan akses pada infrastruktur dasar.

5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mengintegrasikan informasi dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan publik.

6. Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja serta penjaringan riset novatif untuk meningkatkan daya saing Kota Magelang. 

7. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan.

8. Meningkatkan program pro-poor dan pemerataan pembangunan untuk memperkecil kesenjangan dalam menekan kemiskinan.

9. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. 

10. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan variasi infrastruktur yang berkualitas.

11. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (seed capital) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (a group lending approach) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kota Magelang.

12. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kota Magelang sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama.

13. Membangun promosi bersama (joint marketing) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.
14. Mengelola inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sehingga mampu mendukung upaya percepatan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.
Berdasarkan tantangan perekonomian yang masih dihadapi Pemerintah Kota Magelang, kondisi historis dan penetapan statistik indikator makro yang telah diprediksi sebelumnya, maka prospek perekonomian Kota Magelang tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang diprediksi tumbuh sekitar 4,8%-5,3%.

b. Inflasi diperkirakan pada kisaran angka 3,15%-4,73% kecenderungan menurun.

c. Laju pertambahan penduduk diprediksi terkendali pada angka 0,39%.

d. PDRB atas dasar harga berlaku diperkirakan mencapai Rp 8,374 triliun tumbuh 8,72% (deviasi ±0,68%).

e. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diperkirakan sebesar Rp. 5,721 juta per bulan (disesuaikan dengan asumsi prediksi pertumbuhan PDRB).
Adapun gambaran umum ekonomi Kota Magelang Tahun 2017 berdasarkan prospek dan prediksi yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
a. Pertumbuhan Ekonomi
PDRB Kota Magelang atas dasar harga konstan merepresentasikan pertumbuhan ekonomi dari seluruh hasil produksi barang dan jasa di Kota Magelang pada tahun berkenaan. Pada tahun 2017 Kota Magelang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebesar 5,18% setelah di tahun sebelumnya mencapai 5,17%. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional (5,07%).
Berdasar tahun dasar 2010, secara riil PDRB Kota Magelang tahun 2017 mencapai 5,804 triliun rupiah dengan pertumbuhan ekonomi level sektoral tertinggi dialami oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (9,60%), Jasa Lainnya (8,83%) dan lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (8,25%). 
Stabilnya perkembangan harga, akselerasi laju produktivitas di berbagai sektor ekonomi dan kondusifnya iklim investasi sepanjang tahun 2018 memberikan hasil prediksi yang cukup optimis bagi perekonomian Kota Magelang. Sampai dengan akhir tahun 2018, diprediksi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mampu mencapai angka 5,21% (deviasi 0,52%). Gambaran dari tahun-ke tahun sebagai [image: image3.png]7




berikut:
Gambar 2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (dalam Triliun Rp) dan Pertumbuhan Ekonomi (dalam %) di Kota Magelang, 2011-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 
***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,52%)

b. Inflasi

Kota Magelang memiliki Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menerapkan protokol pengendalian harga dengan baik, sehingga sepanjang tahun 2018 tidak ditemukan gejolak harga yang berarti pada seluruh komoditas pengeluaran. Beberapa program dan kegiatan TPID Kota Magelang di tahun 2018 antara lain adalah:

1) Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan.

2) Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan.
3) Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.
4) Program pengembangan budidaya perikanan.
5) Program peningkatan produksi hasil peternakan.
6) Pemanfaatan Toko Tani Indonesia (TTI).
7) Sampai dengan saat ini di Kota Magelang terdapat delapan TTI. TTI menjual komoditas pangan hasil produksi petani sesuai harga yang wajar kepada konsumen yang dipasok oleh Gapoktan/Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan/atau Bulog. 

8) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
9) Pengembangan sistem informasi pasar dengan melaksanakan pemantauan pasokan dan harga pangan di tiga pasar tradisional (Kebonpolo, Cacaban dan Rejowinangun), toko/warung yang menyediakan bahan pangan di 17 kelurahan dan sembilan pedagang grosir pangan di luar pasar.

10) Publikasi perkembangan harga melalui aplikasi Sihati (Sistem Informasi Harga dan Komoditi Jawa Tengah), Magelang FM dan sistem DataGO

11) Melaksanakan kegiatan panel harga pangan. 

12) Program peningkatan efisiensi perdagangan melalui kegiatan peningkatan sistem kerja, jaringan informasi perdagangan, pengembangan pasar dan distribusi produk sehingga tersedia informasi perusahaan yang akurat dan meningkatnya pangsa pasar produk-produk UMKM.
Adapun Laju inflasi Kota Magelang di tahun 2018 terbilang rendah dengan fluktuasi perkembangan harga yang terkendali setiap bulannya. Sampai dengan akhir Desember 2018 inflasi yang terjadi sebesar 0,36% (2,65% year on year) seirama dengan laju inflasi pada skala provinsi (yoy 2,82%) dan nasional (yoy 3,13%). Akhir Desember 2018 terdapat kenaikan IHK sehingga mencapai 132,48. Inflasi terjadi karena peningkatan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar 1,18%, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,35%, kelompok sandang sebesar 0,29%, kelompok kesehatan sebesar 0,28%, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,14%, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,01% (BPS, 2019). Di tahun 2018 deflasi terjadi pada bulan April (0,05%), Agustus (0,21%) dan September (0,06%). Sementara itu inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni yang sebagian besar disebabkan karena hari raya. Meski demikian inflasi di bulan Juni tersebut tetap terkendali dan hanya mencapai 0,73%.
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Gambar 2.2. Perkembangan Inflasi Year on Year Kota Magelang, 2010-2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019
c. PDRB atas Dasar Harga Berlaku
Perekonomian makro Kota Magelang di tahun 2017 tumbuh 8,88% (atas dasar harga berlaku), lebih cepat dari tahun 2016 yang tumbuh 8,25%. Besarnya nominal nilai tambah barang dan jasa yang diperoleh di tahun 2017 mencapai 7,639 triliun Rupiah, berkembang hampir 1,9 kali lipat dibandingkan kondisi ekonomi di tahun dasar 2010. Pertumbuhan tertinggi berasal dari kegiatan ekonomi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (14,47%), Pengadaan Listrik dan Gas (13,0%) dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan (12,65%). Meski merupakan sektor andalan di Kota Magelang, namun lapangan usaha Industri Pengolahan masih memiliki pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan PDRB secara umum di tahun 2017. Di sisin lain, meski tumbuh lambat namun beberapa lapangan usaha seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial serta lapangan usaha Jasa Pendidikan memiliki prospek yang sangat baik untuk dapat terus dioptimalkan perannya dalam tahun-tahun mendatang, mengingat lapangan usaha ini merupakan sektor ekonomi penunjang utama bagi pariwisata dan perdagangan yang merupakan sektor unggulan di Provinsi Jawa Tengah.
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Gambar 2.3. PDRB (dalam Triliun Rp) dan Indeks Perkembangan PDRB (dalam %) di Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, 2011-2017 dan Prediksi Tahun 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)
* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 
***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,71%)

Kinerja perekonomian makro skala kota untuk tahun 2018 secara resmi belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Namun demikian diprediksi kondisi ekonomi makro Kota Magelang di tahun 2018 akan terus mengalami pertumbuhan positif dengan perolehan PDRB diprediksi mencapai 8,281 triliun rupiah (deviasi 0,71%). Di tahun 2018 diprediksi tidak ada pergeseran peran lapangan usaha yang cukup signifikan dalam struktur perekonomian Kota Magelang dengan prediksi  seluruh lapangan usaha memiliki pertumbuhan positif. Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.1. PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Juta Rp) Menurut Lapangan Usaha

Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018

	Lapangan Usaha
	2016*
	2017**
	2018***

	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
	135.991,13
	142.383,19
	149.480,88

	Industri Pengolahan
	1.128.331,29
	1.215.266,29
	1.308.449,79

	Pengadaan Listrik dan Gas
	20.361,13
	23.009,03
	24.446,82

	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
	8.979,24
	9.571,97
	10.274,19

	Konstruksi
	1.163.178,22
	1.253.077,36
	1.348.125,90

	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
	1.006.288,45
	1.098.483,10
	1.182.961,31

	Transportasi dan Pergudangan
	471.954,33
	531.675,42
	588.818,44

	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
	422.789,76
	464.170,03
	517.523,73

	Informasi dan Komunikasi
	334.082,07
	382.437,14
	417.950,47

	Jasa Keuangan dan Asuransi
	366.184,95
	398.625,19
	442.577,97

	Real Estate
	224.952,98
	241.977,59
	264.152,22

	Jasa Perusahaan
	24.810,72
	27.548,28
	30.963,53

	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	842.640,29
	890.831,67
	966.765,32

	Jasa Pendidikan
	529.008,56
	587.146,02
	619.448,78

	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	195.466,24
	216.839,28
	236.721,71

	Jasa lainnya
	140.360,73
	155.562,97
	172.324,25

	PDRB
	7.015.380,09
	7.638.604,53
	8.280.985,31


Sumber: BPS Kota Magelang, Prediksi oleh Kantor Litbang dan Statistik Kota Magelang

** Tahun Dasar 2010 (tahun 2013 angka sementara, tahun 2014 angka sangat sementara)

*** Metode Baru

na : data belum terpublikasi

d. PDRB per Kapita
Indikator kesejahteraan masyarakat yang terukur dari PDRB per kapita di Kota Magelang mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dengan proyeksi penduduk tengah tahun sebesar 121.474 jiwa, besarnya PDRB per kapita tercatat sebesar 5,24 juta/bulan (atas dasar harga berlaku). Optimalisasi indikator ini dapat dilakukan antara lain melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan produktivitas ekonomi di sektor-sektor potensial. Di tahun 2018, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi Kota Magelang pada level 5,21% dan prediksi total penduduk tengah tahun sebesar 121.872 jiwa, maka PDRB per kapita Kota Magelang (atas dasar harga berlaku) diprediksi mampu tumbuh 8,06%.

Gambar 2.4. PDRB per Kapita (adhb) dan Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Tengah Tahun Kota Magelang, 2013-2017 dan Prediksi 2018

Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 
***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi ± 0,71%)

Tabel 2.2. PDRB per Kapita Kota Magelang Tahun 2016-2017 dan Prediksi Tahun 2018
	Uraian
	2016*
	2017**
	2018***

	PDRB atas dasar harga berlaku (Juta Rupiah)
	7.015.380,09*
	7.638.607,53**
	8.280.985,32 ***

	PDRB atas dasar harga konstan (Juta Rupiah)
	5.518.684,55*
	5.804.311,98**
	6.106.575,37***

	Proyeksi penduduk tengah tahun (jiwa)
	121.112,00
	121.474,00
	121.872,00

	Proyeksi penduduk akhir tahun (jiwa)
	121.293,00
	121.673,00
	121.992,00

	PDRB per kapita atas dasar harga berlaku 

(Juta Rp/kapita/tahun)
	57,92*
	62,88**
	67,95***


Sumber: BPS Kota Magelang, 2019 (diolah)

* Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara 
***Prediksi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang (deviasi adhb ± 0,71%; deviasi adhk ± 0,52%)
2. Kebijakan Keuangan Daerah
Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2018, kebijakan anggaran dalam tahun 2018 di Kota Magelang diarahkan untuk:

1. Melakukan Sinkronisasi program kegiatan dengan Kebijakan Pusat dan Kebijakan Provinsi  Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Magelang, 

2. Melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan daerah, berdasarkan urusan dan kewenangannya (diutamakan urusan wajib dan  urusan pilihan),

3. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta  peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah, 

4. Menyelenggaraan urusan pemerintahan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan dan kesehatan, 

5. Peningkatan kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dasar (terutama untuk kelompok rentan termajinalkan) yang bersumber dari APBD maupun kemitraan. Tujuan dari kebijakan ini adalah meningkatkan Pendapatan per Kapita. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai prioritas ini antara lain:

a. Meningkatkan SDM Kota Magelang dengan pendidikan yang terjangkau oleh semua penduduk.
b. Meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
c. Meningkatkan keamanan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan penduduk.
6. Tetap melaksanakan dan melanjutkan prioritas kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan secara maksimal  guna mendukung  program Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, Implementasi Masterplan Smart City, Sustainable Development Goals. 
a. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dilakukan dengan terus melakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, upaya-upaya yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Pengggalian potensi Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip : realistis dan elastis (artinya dapat / mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat) serta adil dan merata secara vertical dan horisontal  (vertikal artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan horizontal artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak).
2. Memperluas basis penerimaan pajak dan retribusi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan antara lain yaitu mengidentifikasi pembayaran pajak baru / potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.
3. Melakukan Penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang arti pentingnya pajak bagi pembangunan daerah sehingga secara politis dapat diterima oleh masyarakat, yang kemudian akan menimbulkan motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
4. Menerapkan konsep ear marking untuk pendapatan dimana pajak dan retribusi daerah dikembalikan lagi kepada wajib pajak melalui pembangunan infrastruktur pendukung pajak dan retribusi daerah.
5. Memperkuat proses pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
6. Melaksanakan tertib administrasi pungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan administrasi harus fleksibel artinya sederhana dan mudah dihitung. 
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah (meningkatkan kualitas kinerja layanan lembaga/satuan kerja pemungut dan pengelola pajak dan retribusi daerah) sehingga akan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak serta meningkatkan komunikasi dengan wajib pajak.
8. Menyederhanakan prosedur pengelolaan Pajak dan Retribusi menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik / wajib pajak.
9. Meningkatkan pengawasan. Pengawasan dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan pendampingan pengisisian SPTPD, melakukan pemeriksaan secara insidentil / tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu (dadakan) dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak.
10. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutanpajak. Tindakan yang dapat dilakukan antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan. 
11. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait khususnya instansi yang menangani pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak dan retribusi di Kota Magelang.

Adapun perbandingan anggaran pendapatan tahun 2017 dan 2018 dapat dillihat dalam table sebagai berikut:
Tabel 2.3. Perbandingan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018
	No
	URAIAN
	ANGGARAN 2017
	ANGGARAN 2018

	1
	Pendapatan Asli Daerah
	218.085.185.000,00
	225.916.332.000,00 

	 
	a. Pajak Daerah
	29.821.800.000,00
	  30.646.800.000,00 

	 
	b. Retribusi Daerah
	5.422.657.000,00
	    4.909.300.000,00 

	
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	7.710.904.000,00
	   8.693.811.000,00 

	
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
	175.129.824.000,00    
	181.666.421.000,00 

	2
	Pendapatan Transfer
	685.575.423.000,00
	658.491.405.000,00 

	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
	576.667.228.000,00
	583.609.549.000,00 

	 
	a. Bagi Hasil Pajak
	30.920.025.000,00
	28.944.144.000,00 

	
	a. Bagi Hasil Bukan Pajak
	2.143.527.000,00
	1.377.798.000,00

	 
	b. Dana Alokasi Umum
	440.041.244.000,00
	440.041.244.000,00 

	 
	c. Dana Alokasi Khusus
	103.562.432.000,00
	113.246.363.000,00 

	
	
	
	

	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
	47.039.466.000,00
	18.250.000.000,00

	
	a. Dana Penyesuaian
	47.039.466.000,00
	18.250.000.000,00

	
	
	
	

	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	51.494.329.000,00
	52.555.256.000,00

	
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	51.494.329.000,00
	52.555.256.000,00

	
	
	
	

	
	Bantuan Keuangan
	10.374.400.000,00
	4.076.600.000,00

	
	a. Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya
	10.374.400.000,00
	4.076.600.000,00

	
	
	
	

	3
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
	23.985.271.000,00
	18.268.200.000,00 

	 
	a. Pendapatan Hibah
	23.985.271.000,00
	18.268.200.000,00 

	
	
	
	

	
	PENDAPATAN DAERAH
	     927.645.879.000,00
	902.675.937.000,00 


i. Kebijakan Belanja Daerah
Pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang  tahun 2018 masih tetap diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut:
1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. 
Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas. 

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, peningkatan infrastruktur guna mendukung per-tumbuhan ekonomi Kota Magelang  dan diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
3. Tolok Ukur dan Target Kinerja. 

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.

4. Optimalisasi Belanja Langsung. 

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel. 
Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.
Selain arah kebijakan pengelolaan Belanja Daerah di Kota Magelang  secara umum seperti yang disebutkan di atas, pada tahun 2017 juga akan ditempuh kebijakan belanja daerah sebagai berikut:
1. Memprioritaskan program dan kegiatan yang menjadi urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan.

2. 
Memenuhi pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah sesuai amanat PP 48 tahun 2008 dan anggaran kesehatan sekurang-kurangnya 10%.

3. 
Belanja Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan perhitungan gaji untuk tiap tahunnya ditambah acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan).  Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan rekonsiliasi jumlah pegawai.

4. 
Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. serta setelah memprioritaskan pemenuhan Belanja Urusan Wajib dan urusan pilihan terlebih dahulu.

5. Belanja Daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diutamakan untuk memenuhi/mendukung program pelayanan dasar kepada masyarakat khususnya bidang pendidikan, kesehatan, pangan, dan fasilitas umum pemukiman.

6. Belanja Langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun.

7. Melaksanakan kegiatan yang menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

8. Memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian visi dan misi  dalam RPJMD Kota magelang dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. yaitu program kegiatan yang terkait dengan Penanggulangan Kemiskinan, Kota Layak Anak, Penguatan Implementasi Manajemen Persampahan, Penguatan Implementasi Masterplan Magelang Kota Sejuta Bunga, Penguatan Implementasi Rad Masyarakat Ekonomi Asean, 
Pengembangan E-Government secara Komprehensif dan Integral: Menuju Smart City, dan Sustainable Development Goals.
Perbandingan anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2017 dan 2018 dapat dilihat berikut ini:
Tabel. 2.4. Perbandingan Anggaran Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018
	No


	Uraian
	Anggaran 2017
	Anggaran 2018

	5
	BELANJA 
	1.075.623.121.000,00
	1.066.383.927.000,00 

	5.1
	Belanja Operasi
	780.902.222.000,00
	778.542.161.000,00 

	5.1.1
	Belanja Pegawai
	398.105.223.000,00
	369.547.967.000,00 

	5.1.2
	Belanja Barang
	366.357.847.000,00
	389.616.770.000,00 

	5.1.3
	Belanja Hibah
	9.997.833.000,00
	10.886.043.000,00 

	5.1.4
	Belanja Bantuan Sosial
	5.880.616.000,00
	7.830.678.000,00 

	5.1.5
	Belanja Bantuan Keuangan
	560.703.000,00
	660.703.000,00 

	
	
	
	

	52.2
	Belanja Modal
	271.948.238.000,00
	281.978.826.000,00 

	5.2.1
	Belanja Modal Tanah
	20.596.805.000,00
	23.868.391.000,00 

	5.2.2
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
	90.122.901.000,00
	56.133.385.000,00 

	5.2.3
	Belanja Modal Gedung & Bangunan 
	97.999.900.000,00
	120.743.116.000,00 

	5.2.4
	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan
	58.735.567.000,00
	77.758.715.000,00 

	5.2.5
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
	3.550.824.000,00
	1.926.383.000,00 

	5.2.6
	Belanja Modal Aset Lainnya
	942.241.000,00
	1.548.836.000,00 

	
	
	
	

	5.3
	Belanja Tidak Terduga
	22.772.661.000,00
	5.862.940.000,00

	5.3.1
	Belanja Tidak Terduga
	22.772.661.000,00
	5.862.940.000,00

	
	
	
	


ii. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Magelang  untuk Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang  untuk tahun 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang  yaitu berusaha untuk meningkatkan realisasi SiLPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. 
Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah di Kota Magelang  untuk tahun 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah sebagai berikut:
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. 
b) Optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.
2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Magelang  selama tahun 2018 diarahkan untuk Meningkatkan performance dan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Untuk lebih jelasnya, uraian di atas dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini :
Tabel. 2.5. Perbandingan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan 2018

	NO
	URAIAN
	ANGGARAN 2017
	ANGGARAN 2018

	7

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3
7.1.6


	PEMBIAYAAN

PENERIMAAN 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
Pencairan  Dana Cadangan

Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen
	165.144.899.000,00

162.344.899.000,00

0,00

2.800.000.000,00
	184.770.764.000,00 

180.992.764.000,00 

0,00

3.778.000.000,00 

	
	Jumlah
	165.144.899.000,00
	184.770.764.000,00 

	3.2

3.2.1
3.2.2


	PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah daerah
	17.167.657.000,00

3.000.000.000,00

14.167.657.000,00
	21.062.774.000,00 

0,00

21.062.774.000,00 

	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
	17.167.657.000,00
	21.062.774.000,00 

	
	Pembiayaan Netto
	147.977.242.000,00
	163.707.990.000,00 

	3.3
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan
	0,00
	0,00
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